
 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  9  TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa kerjasama Daerah merupakan sarana untuk menyinergikan 
potensi Daerah, menyerasikan pembangunan Daerah, 
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa kerjasama Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, 
efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik,  kepastian 
hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta 
mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);   

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3872); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3882); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4012);   

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua 
atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5107); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 
dalam Penyediaan Infrastruktur; 

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun  2010 
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 
Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 46); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 47); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 68); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
72); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan  
GUBERNUR JAWA BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA 

DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

   

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

6. Organisasi Perangkat  Daerah yang selanjutnya disebut OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. 

7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan 
Gubernur lain atau Gubernur dengan Bupati/Walikota dan/atau 
Gubernur, Bupati/Walikota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak 
Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 
kewajiban.  

8. Pihak Ketiga adalah badan usaha  yang berbadan hukum 
Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan 
usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.  

9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau 
Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa 
termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional 
lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri 
serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara 
Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri. 

10. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang berbadan 
hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang 
berbadan hukum. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 
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BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA 

Pasal  2 

 

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan 
proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui 
pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah. 

 
Pasal  3 

  

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Daerah adalah : 

a. meningkatkan pelayanan publik; 

b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan 
Daerah; 

c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan 
pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap 
kesejahteraan masyarakat; 

d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh 
masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara 
bertimbal balik; 

e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; 

f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam 
berbagai tahapan pembangunan; 

g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam 
dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan 
bersama; 

h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan 
pembangunan di luar APBD; dan 

i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran 
serta pengembangan informasi. 

 

BAB III 

ASAS DAN PRINSIP  

Pasal  4 

  

Penyelenggaraan kerjasama Daerah berasaskan : 

a. asas konsensualisme; 

b. asas kebebasan berkontrak; 

c. asas itikad baik; 

d. asas kekuatan mengikat; 

e. asas kepastian hukum;  

f. asas kebiasaan; 

g. asas keseimbangan; dan 

h. asas persamaan hukum. 
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